BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Menimbang

KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

bahwa untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman
masyarakat terkait kejadian bencana dan pelayanan
penanganan kebencanaan yang efektif dan efisien
maka dibutuhkan peningkatan kelembagaan yang
menangani kegiatan kebencanaan;

bahwa dengan semakin berkembangnya ilmu
teknologi khususnya dibidang riset dan inovasi di
daerah maka diperlukan adanya kelembagaan yang
menanganinya;

bahwa dalam rangka penguatan peran dan kapasitas
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub
urusan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal
117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah serta dalam rangka
menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 Peraturan
Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset
Dan Inovasi Nasional, maka beberapa ketentuan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
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Mengingat

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Blora;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Indonesia Tahung 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
192);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

Menetapkan

dan
BUPATI BLORA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BLORA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor
11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Nomor 7) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat
Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat

Daerah Tipe B;

b. Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD

Tipe B;

c. Inspektorat Daerah, merupakan Inspektorat

Tipe A;

d. Dinas Daerah, terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan Tipe A, yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan;

2. Dinas Kesehatan Daerah Tipe B, yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kesehatan,;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tipe B, yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang;

4. Dinas Perumahan, Permukiman dan
Perhubungan Tipe B, yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan dan kawasan
pemukiman, bidang perhubungan dan
bidang pertanahan;



10.

11.

12.

13.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Tipe B, yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat sub urusan ketentraman dan
ketertiban umum serta sub urusan
kebakaran;

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tipe C, yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang sosial dan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe
B, yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan bidang perindustrian, bidang
tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan
Perikanan Tipe A, yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pangan, bidang
pertanian dan bidang kelautan dan
perikanan;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang lingkungan hidup dan bidang
kehutanan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tipe B, yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tipe B, yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tipe C, yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B,
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika, bidang persandian dan bidang
statistik;



14.

15.

16.

17.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil
dan Menengah Tipe B, yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perdagangan dan bidang koperasi,
usaha kecil dan menengah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang penanaman
modal;

Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan
dan Pariwisata Tipe B, yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kepemudaan dan olah raga, bidang
kebudayaan dan bidang pariwisata; dan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C,
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan dan
bidang kearsipan;

e. Badan Daerah terdiri atas:

1.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset
Dan Inovasi Daerah Tipe A, yang
melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan dan
penelitian dan pengembangan serta riset dan
inovasi daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Tipe B, yang
melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan;

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Tipe A, yang melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan;

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
intensitas sedang, yang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik; dan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tipe B yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang ketentraman dan
ketertiban umum  serta  perlindungan
masyarakat sub urusan bencana.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:



Pasal 15

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor
11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Blora (Lembaran  Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor
12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor
12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor
12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor
13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun
2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Nomor 13;
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor
14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor
14);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Nomor 7); dan



f. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8
Tahun 2014 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten  Blora (Lembaran  Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Nomor 8);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang
organisasi Perangkat Daerah wajib
mendasarkan dan menyesuaikan
pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: ( 4-186 /2024 )

Sesuai dengan aslinya
ukum Setda Kab. Blora,

Ditandatangani secara
iT| elektronik oleh:

SLAMETSETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE
(Balai Sertifikasi Elektronik).




I.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLORA

UMUM

Dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya,
pemerintah daerah harus membentuk susunan perangkat daerah
sebagai pelaksana teknis urusan sesuai ketentuan yang berlaku,
dengan prinsip desain organisasi yang didasarkan pada asas efisiensi,
efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang
jelas, fleksibilitas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan
potensi Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kepala Daerah dibantu oleh
Perangkat Daerah yang terdiri atas unsur staf, unsur pelaksana, dan
unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan
sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur
pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi
dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan
fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, dibentuk
kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk
melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu
yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Badan Riset Dan Inovasi Nasional mengamanatkan agar membentuk
Badan Riset Daerah pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-
undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset
Nasional (BRIN) sesuai Pasal 66 ayat (1). Dengan keluarnya Surat
Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia
Nomor B-7/1/0T.00.00/2023 tanggal 3 Januari perihal Pertimbangan
Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten
Blora, Provinsi Jawa Tengah, maka perlu untuk dilakukan
penyesuaian.



II.

Untuk penataan dan strategi penguatan kelembagaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengingat indeks Risiko
Bencana Kabupaten Blora berada pada kondisi sedang maka perlu
dimasukkanya kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, hal ini juga
sebagaimana amanat pada Rapat Kerja Nasional Rencana Tindak
Lanjut Revisi Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 2
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.
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